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Gubernur Minta BPK
Berikan Pendamplngan
Intensif pada OPD

PONTIANAK, SP - Gu-
bernur Kalbar, Sutarmidji
meminta Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) Per-
wakilan Kalbar melakukan

pendampingan intensif ke-

pada setiap Organisasi Per-
angkat Daerah (OPD) yang

kesalahan dalam pelapo-

ran keuangan pemermtah
daerah. :

“Dalam menyusun
rencana kerja, saya akan

-minta BPK RI Kalbar un-

tuk memberikan penjela-
san-penjelasan  kepada

dinas-dinas agar mereka

ada untuk meminimalisir
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Halo = gubernur minta

jelas dan dapat meminimali-

sir kesalahan saat pelaporan

keuangan,” kata Sutarmidji
saat menghadiri Sertijab
Kepala Perwakilan BPK RI
Kalbar dari Joko Agus Sety-
ono kepada Hery Ridwan di
Pontianak, Jumat (6/3).

Sutarmidji menyatakan
BPK RI sebagai aparat pemer-
iksa pengelolaan keuangan
negara yang dilakukan oleh
pemerintah dan lembaga
negara, memiliki tugas dan
tanggung jawab yang strategi
dalam pelaksanaan good gov-
ernance.

Untuk itu, dia berharap

agar dalam melaksanakan tu-,

gas pemeriksaan, BPK betul-
betul melaksanakan tugasnya
dengan berpedoman pada
standar pemeriksaan keuan-
gan negara dan standar akun-
tansi pemerintahan.

“Dalam  melaksanakan
tugas, pemeriksa keuan-
gan harus tegas, bersih
dan tidak boleh menerima

- apapun. Kemudian pemer-
iksa keuangan tidak boleh
melakukan kesepakatan
dengan pihak pemerintah
maupun lembaga negara

lain,” tegasnya.

“Apabila ada temuan
pengelolagn keuangan yang
tidak baik, ‘benkan penilaian
yang sesuai. Dengan sikap
tegas pemerlksa keuangan,
InsyaAllah pengelolaan
keuangan negara akan men-

* jadi baik,” tambahnya.

Sutarmidji = sependapat
dengan apa yang disampai-
kan anggota BPK RI bahwa
pengalokasian . anggaran
adalah untuk percepatan
peningkatan - kesejahteraan
masyarakat dengan indika-

_tor-indikatornva.

Mantan Wali  Kota
Pontianak dua periode itu

‘juga berkomitmen untuk

membuat transparansi ang-

- garan. Apapun yang dibuat

Pemprov pada APBD tahun
berjalan, semua masyara-
kat harus bisa mengakses,
termasuk_berapa keuangan
pemerintah daerah.

“Saya sudah mulai mem-
buat sistem tersebut supaya
penggunaan APBD dapat
fokus dan tepat sasaran, serta
tidak ada lagi defisit anggaran
seperti tahun 2018, tukasnya.
(iat)
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